PENGAWASAN DPRD —JAKARTA
2010
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2010, 5 HLM

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DEARAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN

ABSTRAK - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti
hasil pemeriksaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
memberikan pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun
2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun
2006; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 27 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun
2005; PP Nomor 79 Tahun 2005.

- Peraturan Menteri ini berisi pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

CATATAN Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari
2010.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2010.



